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Abstrak
 

Menahan ataupun menangkap seseorang merupakan tindakan dari penguasa yang "menghilangkan

kebebasan bergerak" seseorang. Di dalam suatu negara hukum kebebasan bergerak merupakan hak asasi

yang pokok bagi setiap warga negara. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana

menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan asas ataupun suatu keharusan, namun ada kalanya,

demi kepentingan dan di dalam usaha dan ikhtiar guna menemukan kebenaran yang hakiki dari suatu

peristiwa kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi.

 

Secara universal telah diakui bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat dikorbankan untuk

keinginan yang berlebihan terhadap pembelaan hak kebebasan individu. Tidak juga dapat disangkal bahwa

untuk tujuan preventif penahanan sangat diperlukan jika tersangka/terdakwa dalam segala kemungkinannya

mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti atau menggangu proses pemeriksaan atau mengulangi

kejahatan.

 

Walaupun demikian perlu juga diakui bahwa kejahatan seharusnya dicegah dengan ancaman pemidanaan

sebagai vonis akhir daripada penahanan sementara, bagaimanapun penahanan bukanlah vonis akhir. Hal ini

adalah menghindari segala kemungkinan dari pencegahan terhadap penangkapan atau penahanan yang

sewenang-wenang atas dasar tujuan yang preventif tersebut.

 

Suatu ketika seseorang tersangka/terdakwa yang telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau

persangkaan yang dituduhkan terhadapnya, maka menjadi pertanyaan adalah kapankah tersangka/terdakwa

tersebut dapat dibebaskan sementara menunggu proses persidangannya. Dalam sistem hukum commmon

law dikenal Pretrial release yang pada mulanya dikenal sebagai pembebasan atas "bail" atau jaminan,

memudahkan untuk mempersiapkan pembelaan dan mencegah kemungkinan dari penahanan terhadap orang

yang tidak bersalah. Sebagaimana dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal pula dengan penangguhan

penahanan yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa subyektifitas kewenangan yang dimiliki penegak hukum dalam

pemberian penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa adalah menjadi dasar hukum untuk

menjalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun untuk melakukan penafsiran

(pertimbangan) tersendiri, namun akibat ketidakjelasan dan ketiadaan hukum yang mengatur secara lebih

lanjut pada akhirnya dapat menimbulkan tujuan yang tidak jelas karena tidak adanya standar prosedur

pertimbangan yang jelas.

 

Berdasarkan latar belakang keperluan penahanan maka penulis mengkaji sejauhmana kemungkinan
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penangguhan penahanan dalam perspektif penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai

subsistem dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan kejelasan dari dua variabel yang berlawanan ini

diharapkan akan dipahami secara jelas batasan-batasan keperluan penahanan dan penangguhan penahanan

dalam kerangka due process of law serta memberikan pemecahan langkah-langkah yang perlu dilakukan

untuk merasionalisasikan keperluan penggunaan penangguhan penahanan dalam proses peradilan pidana di

Indonesia.


